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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

 
 
 
 
 
 
 

BUPATI GARUT 
 

LD. 13  2012 

R 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  13  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

BANGUNAN  GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI GARUT, 
 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung 
harus dilaksanakan secara tertib, sesuai 
dengan fungsinya, dan memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis 
bangunan gedung agar menjamin 
keselamatan penghuni dan lingkungannya; 

b. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
harus berlandaskan pada Rencana Tata 
Ruang Wilayah serta memberikan 
keamanan dan kenyamanan bagi 
lingkungannya; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Bangunan Gedung. 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan      Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 
tentang Rumah Susun  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3318); 
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 
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10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5280);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan 
Tanah serta Ruang Udara di Sekitar 

Bandar Udara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3343); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
1988 tentang Rumah Susun (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3372); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3660); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3838); 

 

 

 


